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ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkoba di Indonesia telah merambah
ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan,
baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan
lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak
bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah di dalam
Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan. Narkoba yang biasa diedarkan di
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan biasanya adalah Jenis shabu dan tak jarang
adanya keterlibatan oknum petugas lapas dalam peredaran narkoba tersebut.
Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap
oknum Petugas Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan
Negara serta bagaimanakah kendala penegakan hukum terhadap oknum Petugas
Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan Negara.
Penegakan hukum terhadap oknum Petugas Pemasyarakatan yang mengedarkan
narkoba di Rumah Tahanan Negara adalah dengan pemberian hukuman disiplin.
Oknum Petugas Pemasyarakatan yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba
akan mendapat sanksi tegas dan sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus
dipecat dan dipidana. Sanksi bagi pelanggar adalah rotas; sampai dengan
pemecatan dan dipidana. Kendala penegakan hukum terhadap oknum Petugas
Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan Negara adalah
kurangnya sarana dan prasarana alat deteksi membuat sistem pengawasan dan
keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal. Kemudian kualitas dan mutu

B SDM Sipir Rutan tidak sebanding dengan tahanan di dalam Rutan melebehi
B kapasitas Rutan.

Kata Kunci : Oknum, Narkoba, Rumah, Tahanan, Negara.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada urajay, hasil penelitian, maka penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai beriky -

Penegakan hukum terhadap  oknum Petugas  Pemasyarakatan yang

mengedarkan narkoba di  Rumah Tahanan Negara adalah dengan

pemberian  hukuman disiplin. Oknum Petugas  Pemasyarakatan yang
terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas
dan sipir yang melanggar  aturan kepegawaian harus dipecat dan
dipidana. Sanksi bagi pelanggar adalah
dan dipidana.

Kendala penegakan hukum terhadap oknum Petugas Pemasyarakatan
yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan Negara adalah kurangnya

rotasi sampai dengan pemecatan

sarana dan prasarana alat deteksi membuat sistem pengawasan dan
keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal. Kemudian kualitas
dan mutu SDM Sipir Rutan tidak sebanding dengan tahanan di dalam
Rutan melebehi kapasitas Rutan,

Sebagai bahan rekomendasi, berikut penulis sampaikan saran-saran
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